SALINAN |

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 26/HK.03.1-Kpt/33/Prov/V1/2018
TENTANG
PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK
UNTUK MELAKUKAN AUDIT LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA TENGAH TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang . a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor S Tahun 2017
tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan KPU
Nomor 247/PL1X}5—Kpt/03/KPU/IH/2018 tentang
Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye
Peserta Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walkil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota untuk
menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan
audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran (LPPDK)
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa
Tengah Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemnilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan
Kantor Akuntan Publik Untuk Melakukan Audit Laporan
Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun

2018;

Mengingat...
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Provinsi Jawa  Tengah (Himpunan
Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor &, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor |
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

(Lembaran...
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 5898);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum  Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun
2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sckretarial
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan
organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 818) secbagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Progam

dan...
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dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 271

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1526);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017
tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 827);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017
tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 828);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2017
tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium,
Biaya Pemeliharaan, dan Standarisasi Harga Pengadaan
Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah  Provinsi  Jawa
Tengah Tahun 2018;

Keputusan KPU Nomor 247 /PL.03.5-
Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan
Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan...
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Memerhatikan:

w

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah
Nomor 1/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VIl/2017 tentang
Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa
Tengah Nomor 27 /PP.02.3-Kpt/33/Prov/11/2018 tentang
Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Tengah Nomor 1/ PP.OZ.3-
Kpt/33/Prov/VI[/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan,
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubcrnur
dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah
Nomor 14/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017  tentang
Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah
Nomor 15/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 tentang
Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah
Nomor 22/PL.03.2-Kpt/33/Prov/IX/2017 tentang
Pedoman Teknis Pencalonan dari Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah
Nomor 23/PL.03.2-Kpt/33/Prov/11/2018 tentang
Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil
Gubernur Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah
Tahun 2018;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah
Nomor 25/PL.03.2-Kpt/33/Prov/11/2018 tentang
Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon
Gubernur Dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

7. Berita Acara...
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KEDUA

7. Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Jawa Tengah

tanggal 23 Juni 2018;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMIS! PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA
TENGAH TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK
UNTUK MELAKUKAN AUDIT LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN
2018
Menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit
Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah
Tahun 2018 sebagai berikut :
1. Kantor Akuntan Publik Tarmidzi Achmad,
2. Kantor Akuntan Publik Wartono dan Rekan.
Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM
KESATU, KAP mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan dan
menyampaikan laporan hasil pekerjaan audit kepada KPU
Provinsi Jawa Tengah paling lambat 15 (lima belas) hari sejak
diterimanya LPPDK Pasangan Calon dari KPU Provinsi Jawa
Tengah dan melampirkan kertas kerja audit untuk keperluan
pemeriksaan keuangan KPU Provinsi Jawa Tengah.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Juni 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

JOKO PURNOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,
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